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ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang merampas hak-hak korban
dengan tujuan eksploitasi. Diantara modus operandinya adalah eksploitasi seksual
yang seringkali kelompok perempuan menjadi korban, maraknya kejahatan ini
perlu mendapatkan perhatian lebih diantaranya Perlindungan hukum bagi korban
sebagai usaha menutup kemungkinan korban sebagai secondary victimization atau
korban kedua kalinya. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penulisan
hukum ini adalah terkait perlindungan hukum korban eksploitasi seksual (sex
trafficking) tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Terdapat dua hal mendasar dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana bentuk-
bentuk perlindungan korban eksploitasi seksual tindak pidana perdagangan orang
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, kendala-kendala dalam pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual (sex trafficking) tindak
pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada dasarnya terdapat
berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban diantaranya
ialah pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling, bantuan hukum, dan
pemberian informasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan pendekatan yuridis empiris dan mengkaji menggunakan teori
viktimologi. Teknik pengumpulan data ialah dengan wawancara dengan berbagai
narasumber terkait yaitu, Bapak Haris Firmansyah (LPSK), Ibu Ica dan Pak Arif
(DP3AP2KB), Bapak Kamal (Kanit PPA Kepolisian Resor Bantul), Ibu Beti
anggota Unit Trafficking Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Ipda Apri
Savitri (Kanit PPA SAT Reskrim Polresta Yogyakarta), Wawancara dengan
Noviana Moliasa( Konselor hukum RDU DIY), dan korban yang diwakilkan oleh
salah satu staff Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, dapat ditarik beberapa
kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum bagi korban eksploitasi seksual (sex
trafficking) tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta
belum terpenuhi, karena masih terdapat korban-korban yang terabaikan disebabkan
beberapa faktor antara lain, aparatur hukum yang kurang kompetensi dalam
menangani korban TPPO, korban yang tidak kooperatif (keengganan) dalam proses
perlindungan maupun proses penegakan hukum, dan fasilitas perlindungan tidak
memadai diantaranya shelther sebagai tempat rehabilitasi yang belum terpenuhi
kebutuhannya pun pula tim konselor psikolog maupun konselor hukum yang tidak
sebanding dengan jumlah korban. Kedua, kendala — kendala implementasi bentuk-
bentuk perlindungan hukum terhadap korban ialah mekanisme pemblokiran harta
pelaku atau terpidana belum diatur menyebabkan tidak maksimal pemenuhan hak
resitusi, Rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan eksploitasi
beserta dampaknya, menyebabkan korban tidak merasa sedang menjadi korban
TPPO.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Korban, Eksploitasi Seksual, Perlindungan
Hukum.



ABSTRACT

Human trafficking is a crime that deprives victims of their rights with the aim of
exploitation. The modus operandi is sexual exploitation in which groups of women are
often victims. The rise of this crime requires more attention, including legal protection for
victims as an effort to prevent the possibility of victims becoming secondary victimization
or second victims forever. Therefore, the problem raised in the writing of this law is related
to the legal protection of victims of sexual exploitation (sex trafficking), the criminal act of
human trafficking in the Special Region of Yogyakarta. There are two basic things in this
research, namely first, what are the forms of protection for victims of sexual exploitation
of criminal acts of human trafficking in the Special Region of Yogyakarta. Second, the
obstacles in implementing legal protection for victims of sexual exploitation (sex
trafficking) of criminal acts of human trafficking in the Special Region of Yogyakarta.
Basically, there are various forms of legal protection provided to victims, including
providing restitution and infrastructure, counseling services, legal assistance, and
providing information.

This type of research is field research using an empirical juridical approach and
studying using victimology theory. The data collection technique is by interviewing various
related sources, namely, Mr. Haris Firmansyah (LPSK), Mrs. Ica and Mr. Arif
(DP3AP2KB), Mr. Kamal (Head of the Bantul Resort Police PPA Unit), Mrs. Beti, member
of the Yogyakarta Special Regional Police Trafficking Unit, Ipda Apri Savitri (Kanit PPA
SAT Reskrim Yogyakarta Police), Interview with Noviana Moliasa (RDU DIY legal
counselor), and the victim who was represented by one of the staff of the Women's Social
Protection and Rehabilitation Center.

Based on the results of the discussion of this research, several conclusions can be
drawn. First, legal protection for victims of sexual exploitation (sex trafficking) criminal
acts of human trafficking in the Special Region of Yogyakarta has not been fulfilled,
because there are still victims who are neglected due to several factors, including, legal
apparatus who lack competence in handling TPPO victims, victims who do not cooperative
(reluctance) in the protection process and law enforcement process, and inadequate
protection facilities, including shelters as rehabilitation places whose needs have not been
met, as well as teams of psychologists and legal counselors who are not commensurate
with the number of victims. Second, the obstacles to the implementation of forms of legal
protection for victims are that the mechanism for blocking the assets of perpetrators or
convicts has not been regulated, causing the right to restitution to not be fulfilled optimally.
Low public knowledge and awareness of exploitation and its impacts, causes victims not to
feel like they are victims of TPPO.

Keywords: Human Trafficking, Victims, sexual exploitation, legal protection.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Paradigma hukum pidana di Indonesia saat ini mengalami perubahan orientasi
pemidanaan yang tidak lagi menekankan keadilan retributif melainkan pemidanaan
yang mempunyai tujuan untuk memberikan keadilan korektif (mencegah pelaku
mengulangi tindak pidana), keadilan restoratif (berfokus terhadap pemulihan
korban), dan keadilan rehabilitatif (memperbaiki tindakan pelaku). Langkah
tranformasi ini bertujuan untuk refilosofi keadilan yang diperlukan untuk reposisi
korban dalam sistem peradilan pidana secara seimbang dan proposional yang
mempertimbangkan aspek korban sehingga sanksi pidana dijatuhkan tidak hanya
untuk kepentingan pelaku dan masyarakat umum melainkan juga mengakomodasi
hak-hak korban dan kedudukannya secara eksplisit maupun implisit sebagai bentuk

perlindungan terhadap korban.

Urgensi perlindungan korban ialah untuk menutup kemungkinan korban
sebagai secondary victimization atau korban kedua kalinya, dengan demikian dalam
pelaksanaannya diperlukan adanya dasar-dasar pemikiran yang di implementasikan
dengan produk-produk legislasi dan sistem peradilan yang mendukung
perlindungan korban dan pemulihan hak-hak yang terampas dari korban akibat

suatu kejahatan.! Peranan korban tidak hanya sekedar sebab dan dasar proses

! Dikdik M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara
Norma Dan Realita, cet.ke 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).



terjadinya kejahatan tetapi mempunyai peran sebagai elemen penting dalam
berlangsungnya suatu pembuktian hukum sebagai saksi korban atau pelapor,
sebagaimana dalam kejahatan perdagangan orang (human trafficking) yang
merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan atau yang sering disebut dengan

extraordinary crime.

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan bentuk perbudakan di
era modern yang merampas hak kebebasan pribadi sekaligus bertentangan dengan
aspek kemanusiaan maupun aspek sosial. Jadi perdagangan orang dimulai dari
perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang
dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain,
penculikan, penipuan, atau muslihat, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau
menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh
persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.
Secara global dilihat perkembangannya dalam satu dekade belakangan justru
meningkat dengan prosentase sekitar 113,64 % ,dengan bentuk ekploitasi paling
umum ialah ekspoitasi seksual (79%) dan kerja paksa (18%) yang didominasi oleh
kaum rentan yaitu perempuan dan anak.? Sedangkan secara nasional Kementerian
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mencatat terdapat 1.581 korban
TPPO di periode 2020-2022. Ditambah dengan data yang dikeluarkan oleh gugus
tugas perdagangan orang periode 2015-2019 jumlah korban perdagangan di
Indonesia mencapai 2.648 Jiwa dengan rincian 2.319 korban perempuan dan 329

korban laki-laki, namun data-data tersebut dapat melambung tinggi dikarenakan

2UNODC, Global Report On Trafficking In Persons, (Vienna : UNODC, 2020)



kasus perdagangan orang merupakan fenomena gunung es yang artinya angka yang
tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar daripada angka yang ditampilkan
di permukaan. Sesuai dengan klasifikasi secara global bahwa di Kasus Tindak
Pidana Perdagangan Orang di Indonesia didominasi tujuan eksploitasi seksual (sex
trafficking)dengan jumlah 65 % dan sisanya merupakan ekploitasi tenaga kerja.
Berdasarkan laporan Departemen Luar Negeri Amerika tahun 2022 terkait
prosentasi pratik perdagangan orang di dunia, Indonesia termasuk wilayah yang
status penanganan korban perdagangan orang terburuk bahkan Indonesia bukan
hanya daerah asal maupun transit akan tetapi sudah menjadi tempat tujuan dan

beroperasi kejahatan perdagangan orang.?

Sedangkan dimaksud dengan tujuan eksploitasi seksual adalah segala
bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk
mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan
pelacuran dan percabulan.* Korban mengalami dampak buruk diantaranya secara
emosional, psikologis, dan pertumbuhan bagi korban anak maupun interaksi dan
perkembangan secara sosial. Maka perlu bentuk-bentuk upaya untuk terlaksananya
pemulihan hak-hak dan kewajiban korban. Perlindungan hukum bagi korban tindak
pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terdapat beberapa

bentuk perlindungan hukum terhadap korban TPPO antara lain :

3 state, u.s department of. 2023,dalam Internet Website :
https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/, diakes pada 20 November
2023.

4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, Pasal 1



https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/

a. Hak atas kerahasian identitas
b. Hak atas perolehan restitusi
c. Hak atas rehablitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintregrasi

d. Kompensasi.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki tiga aspek
diantaranya aspek hukum, aspek pencegahan, dan aspek penanganan. Sesuai
dengan paradigma keadilan restoratif perlu langkah-langkah kongkret ialah
mewujudkan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang yang adil dan
komprehensif.> Korban tindak pidana perdagangan orang mengalami penderitaan
fisik, mental, dan/atau material yang diakibatkan oleh perbuatan pidana tersebut,
selain itu korban menempati posisi sentral dalam menemukan kejelasan fakta
hukum sebagai upaya menurunkan indeks kejahatan atau kriminalitas. Sudah
seharusnya perhatian kepada korban dalam sistem peradilan pidana menjadi atensi
khusus dengan dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (compassion

and respect for their dignity).°®

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban terdapat
kelemahan diantaranya yaitu pemberian restitusi, sepanjang tahun 2021 prosentase

jumlah restitusi yang dikabulkan majelis hakim hanya 12 % yang dibayarkan pelaku

% Syarif Hasyim Azizurrahman, “Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan
Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak),” Yustisia, Vol.3 (Mei-Agustus
2014), Hal. 90.

6 Bambang Waluyo, Viktimologi : Perlindungan Korban & Saksi, Cet. Ke 1 (Jakarta
:Sinar Grafika, 2011), Hal 89.



kondisi ini mengindikasikan adanya sistem yang masih lemah untuk melindungi
korban perdagangan orang.” Kondisi ini membuktikan bahwa isu human trafficking
(perdagangan orang) menjadi permasalahan serius yang harus segera di tangani

oleh pemerintah.

Maka penelitian hukum ini mengkaji implementasi dari bentuk-bentuk
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan
tujuan eksploitasi seksual (sex trafficking). Salah satu wilayah yang mempunyai
kasus perdagangan orang ialah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perincian

korban sebagai berikut® :

Tabel 1 : Jumlah Korban TPPO 2019-2023 Daerah Istimewa Yogyakarta

Keterangan 2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah 2 6 11 1 2
Perempuan 0 4 11 1 2
Laki-laki 2 2 0 0 0
Total 44

Sedangkan klasifikasi korban berdasarkan umur sebagai berikut :

Tabel 2 : Jumlah Korban TPPO 2019-2023 Daerah Istimewa Yogyakarta Sesuai
Klasifikasi Umur

7 Ananda Chrisna D panjaitan, “ Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam
Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia,”Yustita, Vol. 16 (Mei 2022), Hal 8.

& Wawancara dengan lbu Ica dan Pak Arif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta 29 September 2023
di ruangan PPA.



Keterangan Perempuan Laki-laki

Usia <18 4

Usia > 18 54 16

Berdasarkan penemuan kasus tindak pidana perdagangan orang di Daerah
Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 44 kasus dan menimbulkan 74 korban,
namun terdapat tujuan yang mendominasi kasus-kasus TPPO vyaitu eksploitasi
seksual (sex trafficking) dengan total kasus 35 sedangkan 9 kasus didasari dengan
modus operandi pekerja migran ilegal atau eksploitasi tenaga kerja. Dalam
penelitian ini hanya akan memaparkan bentuk perlindungan korban dengan tujuan
eksploitasi seksual (sex trafficking) dan implementasi kebijakan-kebijakan hukum
untuk memulihkan kondisi korban dengan melakukan kajian empiris terhadap
aparatur penegak hukum dan stakeholder yang terkait. Daerah Istimewa
Yogyakarta terhitung wilayah yang rendah dalam kasus tindak pidana perdagangan
orang namun menurut peneliti dengan kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang
luas wilayah hanya 3.171 Km2 namun masih ditemukan kasus TPPO, kondisi ini

mengindikasikan terdapat prosedur pelaksanaan yang kurang maksimal.

Pemerintah Daerah Istimewa Y ogyakarta dalam upaya perlindungan hukum
terhadap korban telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014
Tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Sebagaimana fokus permasalahan yaitu perlindungan hukum terhadap korban
tindak pidana perdagangan orang, sangat perlu kajian implementatif sistem

perlindungan hukum terhadap korban yang di lakukan oleh setiap instansi penegak



hukum maupun stakeholder yang lain secara komprehensif sehingga menghasilkan

kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti dan membahas isu

Perdagangan Orang (Human Trafficking) dalam skripsi dengan judul

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual (Sex

Trafficking) Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan korban tindak pidana eksplotasi seksual (sex
trafficking) perdagangan orang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ?

2. Apa kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
eksplotasi seksual (sex trafficking) perdagangan orang di wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



a. Menganalisis sistem perlindungan korban tindak pidana
perdagangan orang sebagai pengaruh tingkat kejahatan perdagangan
orang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
melaksanakan perlindungan terhadap korban perdagangan orang di
Daerah Istimewah Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini
diharapkan mempunyai kegunaan dalam sistem hukum terkait perlindungan
korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat
penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan kajian
akademik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang
hukum, khususnya dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam
perkembangan ilmu viktimologi atau perlindungan korban
kejahatan.

b. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada
seluruh kompenen penegak hukum dan masyarakat tentang
urgensitas perlindungan hukum kepada korban perdagangan orang
dan mampu meningkatkan kepedulian (aware) terhadap korban

kejahatan.



D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui perbedaan
subtansi penelitian supaya tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu.
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait perlindungan hukum

korban perdagangan orang, antara lain :

Pertama, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh siti rumlah yang berjudul “Upaya
Penanganan Korban Human Trafficking di indonesia”. Terdapat kesamaan yaitu
mengenai korban perdagangan orang (Human Trafficking). Akan tetapi yang
membedakan ialah fokus penelitian, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh
penulis mempunyai fokus segala bentuk perlindungan korban namun di peneltian
jurnal tersebut hanya pendekatan secara normatif, dan penelitian yang akan
dilakukan bukan sekedar normatif akan tetapi implementatif dengan peneltian

lapangan (field research).®

Kedua, Jurnal yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak
sebagai korban perdagangan orang dalam prespektif viktimologi (Studi kasus di
Daerah Banyumas) ”. Penelitian tersebut mempunyai beberapa kesamaan dengan
penelitian yang penulis lakukan antara lain mengkaji terkait perlindungan korban
dan menggunakan teori viktimologi untuk menilai segala bentuk perlindungan
yang di berikan kepada korban dengan obyek korban tindak pidana perdagangan

orang kategori perempuan dan anak. Sedangkan penelitian ini lebih komprehensif

® Siti Rumlah, “Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia,”Jejak, Vol.1
(Desember 2021), Hal.101.



dan fokus kepada segala bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh korban
tindak pidana perdagangan orang dan kendala-kendala pemberian perlindungan

kepada korban secara menyeluruh sekaligus wilayah penelitian yang berbeda.®

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Susandhi Sukatma yang berjudul “Perlindungan
Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Dalam
Perspektif Penegakan Hukum”. Kesimpulan penelitian tersebut ialah secara
kontruksi yuridis dalam hal melindungi korban tindak pidana perdagangan orang
sudah ideal, perlindungan hukum dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana
(preventif) seperti sosialisasi dan setelah terjadinya peristiwa pidana (represif)
contohnya bantuan hukum dan bantuan layanan konseling dan bantuan medis
(rehabilitasi). Secara substansi pembahasan hampir sama dengan penelitian ini
namun ada beberapa perbedaan diantaranya, peneltian ini fokus terhadap
implementasi segala bentuk perlindungan hukum di salah satu wilayah di Indonesia
yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan institusi yang akan di teliti lebih spesifik
yaitu seluruh instansi yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan

Perdagangan Orang.**

Keempat, jurnal Res Judicata dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection For Victims Of

Human Trafficking Crimes In Indonesia) oleh Anggie Rizgita Herda Putri dan

10 Rani Hendriana, Rindha Widyaningsih, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, “Legal
Protection To Women And Children As Human Trafficking Victims In Victimology Perspective
(Study In Banyumas Region)”, Dinamika Hukum, Vol. 17, Tahun 2017, him. 283.

11 Susandhi Sukatma, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan

Manusia (Human Trafficking) Dalam Perspektif Penegakan Hukum®", Natonal journal of law, Vol.
6, Tahun 2022, him. 758-773.
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Ridwan Arifin. Hasil peneltian tersebut mengaksentuasikan pentingnya
perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang untuk memulihkan
kerugian secara materil maupun immaterial. Perlindungan hukum terhadap korban
tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perhatian sejak di sahkannya
Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (PTPPO). Perbedaan dengan penelitian ini ialah implementasi
dari segala aspek perlindungan untuk memahami problematika perlindungan
hukum korban yang diharapkan menjadi kajian untuk perbaikan sistem

perlindungan hukum terhadap korban.*2

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Dewi Rachmawati dan Komang
Febrinayanti Dantes dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Perdagangan Manusia”. Tujuan dari peneltian tersebut ialah mengkaji sistem
perlindungan korban perdagangan orang dengan prespektif yuridis aspek hak asasi
manusia maupun hukum positif. Sedangkan penelitian ini mempunyai subtansi
mengkaji implementasi perlindungan yang dilakukan institusi terkait dan

pengaruhnya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.*®
E. Kerangka Teori

A. Teori Viktimologi

12 putri, Anggie Rizqgita Herda, dan Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection For Victims Of Human
Trafficking Crimes In Indonesia)”, Res Judicata, VVol. 2 No (1), Tahun 2019, him 170.

13Rachmawati, Ayu Dewi, dan Komang Febrinayanti Dantes, “Perlindungan Hukum

Terhadap Korban Perdagangan Manusia.”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha,
Vol.10 No (3), Tahun 2019, him.222-34.
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Mengkaji korban dalam sistem peradilan pidana mengharuskan penggunaan
salah satu disiplin keilmuan yaitu viktimologi. Menurut J.E Sahetapy
viktimologi merupakan suatu kajian yang mengkaji problematika korban
pada seluruh unsur,dari ilmu itu kita dapat mengetahui beberapa aspek :

1. Faktor penyebab munculnya kejahatan

2. Bagaimana seseorang dapat menjadi korban

3. Upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan

4. Hak dan kewajiban korban kejahatan.*

Secara bahasa Viktimologi berasal dari bahasa latin victima yang artinya
korban dan logos yang artinya ilmu. Sedangkan secara terminologi yaitu
suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya
korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah

manusia sebagai suatu kenyataan sosial.
Terdapat dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut :

1. Konsep keadilan Retributif, pelanggaran terhadap atau kepentingan
publik yang diwakilkan oleh intrumen negara.

2. Konsep keadilan restoratif, pelanggaran terhadap kepentingan orang
perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara

dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat.

14 J.E. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, cet. ke 3 (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1987).
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Teori viktimologi memberikan pemahaman yang baik tentang korban
kejahatan secara kerugian atau penderitaan secara mateeril atau immaterill
untuk menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan
secra lebih tanggungjawab. Teori ini mengalami tiga fase perkembangan
antara lain, fase pertama viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan
saja di sebut dengan fase “penal or special victimology”. Fase kedua , tidak
hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi korban
kecelakaan diistilahkan dengan “general victimology”. Dan fase ketiga
berkembang semakin luas yaitu mengkaji permasalahan korban karena
penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia, fase ini disebut “new

victimology”.

Pada kajian viktimologi peranan korban perlu dipertimbangkan karena
korban memiliki peranan penting munculnya tindak pidana kejahatan,
dengan demikian antara korban dan pelaku memiliki tanggung jawab

masing-masing.

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita adalah

sebagai berikut :

1. Berbagai macam viktimasasi kriminal atau kriminalistik
2. Teori — teori etiologi viktimisasi kriminal
3. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu

viktimisasi kriminal atau kriminalistik. seperti para korban, pelaku,

13



pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim,
pengacara dan sebagainya

4. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal

5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi
kegiatankegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi,
usaha-usaha preventif, represif, tindak lanjut (ganti kerugian), dan
pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.

6. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama,

yaitu® :

a. Manfaat berkenaan dengan usaha membela hak korban dan
perlindungan hukum.

b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam
suatu tindak pidana.

c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya

korban.
F. Metode Penelitian

Metode peneltian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu
studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan

masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi

15 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, cet. ke-6
(Yogyakarta: Graha llmu, 2010), him.89.
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penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya
membentuk suatu kesimpulan.’® Penulis menggunakan metode peneltian dalam

skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis Peneltian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif-empiris yang
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam
kenyataan di masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan
apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak
sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak.!’
Penelitian ini dilakukan dengan observasi maupun wawancara keseluruhan
institusi penaganan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan
seluruh penegak hukum yang berkaitan dengan sistem perlindungan hukum,

diantaranya Kepolisian, Kemenppa,BP2MI,LPSK, dan lembaga peradilan.

2. Sifat penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif yaitu
untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh

dan mengkaji secara sistematis melalui pengumpulan, penyusunan, dan

16 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, cet. ke-1 (Jogjakarta: Penerbit KBM
Indonesia. 2021), him. 45.

17 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, cet.ke-1 (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti. 2004), him. 67.
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analisis data, penjelasan dan pada akhirnya di berikan penilaian. Penelitian
ini pada dasarnya bertujuan untuk menggambarkan upaya perlindungan
hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Daerah
Istimewah Yogyakarta dengan tujuan menghasilkan suatu kesimpulan

terkait efektivitas implementasi perlindungan korban tersebut.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum yang bersifat yuridis-empiris'®. Pendekatan ini berfokus
pada bagaimana hukum dilihat tidak hanya sebagai norma yang mengatur
saja, tetapi melihat hukum dalam artian nyata, dan meneliti bagaimana
seharusnya hukum itu bekerja pada lingkungan masyarakat berdasarkan
fakta di lapangan.’®* Dalam peneltian ini penulis menganalisis dan
mengamati terkait sistem perlindungan hukum korban tindak pidana

perdagangan orang di wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta.

4. Sumber Data
Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber

data dalam wujud data primer dan sekunder.

18 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. ke-18 (Jakarta : Kencana. 2023), him. 61.

19 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. ke 1 (Mataram: Mataram University Press.
2020), him. 112.
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a. Data Primer
Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari
observasi atau penelitian yang dilakukan langsung didalam
masyarakat. Penelitian ini memperoleh data terkait perlindungan
hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang melalui
wawancara dengan institusi terkait sistem perlidungan korban tindak
pidana.

b. Data Sekunder
Data yang berfungsi sebagai pelengkap/pendukung data primer yang
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil
penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder

terbagi menjadi 3 (tiga) macam :

1) Bahan Hukum Primer
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang
digunakan diantaranya :
a) Undang-undang 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.
b) Undang-undang 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
c) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
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d) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi
Korban Tindak Pidana.

e) PP No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan
kepada Saksi dan Korban

f) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
Bahan hukum sekunder dapat berupa :

a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan
dengan permasalahan Perlindungan Hukum terhadap
korban tindak pidana perdagangan orang.

b) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan
dengan permasalahan Perlindungan Hukum terhadap

korban tindak pidana perdagangan orang.
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c) Hasil  Penelitian yang berkaitan  dengan
permasalahan Perlindungan Hukum terhadap korban
tindak pidana perdagangan orang.

d) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis
yang berkaitan dengan permasalahan Perlindungan
Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan
orang.

e) Internet yang berkaitan dengan permasalahan
Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana
perdagangan orang.

3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang
berperan sebagai pendukung bahan-bahan hukum primer dan
sekunder yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan
penelitian ini seperti website, dan sumber lainnya.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang sangat urgen dari
penelitian itu sendiri. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
a. Wawancara
Teknik wawancara digunakan dalam pengumpulan data yang
dilakukan melalaui percakapan dengan informan dengan maksud

tertentu. Dalam penelitian ini, Teknik wawancara digunakan dalam
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pengumpulan data yang dilakukan melalaui percakapan dengan
informan dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara
dilakukan dengan narasumber dari setiap institusi sistem
perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang di

wilayah Daerah Istimewa Y ogyakarta.

b. Studi Kepustakaan
Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan
dengan membaca, menganilisis, serta mempelajari buku, peraturan
perundang-undangan terkait, atau data-data berupa kepustakaan
lainnya.

c. Dokumentasi
Metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal
yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, prasasti, majalah,
notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.®® Metode
dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi

data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

6. Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan

kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-

20 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek, cet ke-4 (Jakarta :
Rineka Cipta. 2006), him. 206.
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teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini
disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang,
mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian
membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri

dan bantuan teori.?

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis kualitatif. Analisis
tersebut diterapkan dengan cara menggunakan bahasa dalam kalimat yang
jelas dan sederhana. Dengan menggunakan analisis tersebut, maka seluruh
data yang didapatkan akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang sesuai,
baik, dan benar, sehingga akan lebih mudah dibaca ataupun

diinterpretasikan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam kerangka penelitian yang terbagi dalam 5 (lima)

bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas berisi tinjauan umum tentang teori yang dipakai yaitu
viktimologi sekaligus pengertian, landasan hukum, konsep, serta proses

penerapan perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang. Selain

21 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3 (Jakarta : Ul-Press. 2014), him.181.
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itu jJuga membahas tinjauan umum terkait tindak pidana perdagangan orang serta

segala bentuk perlindungannya.

Bab ketiga, membahas tentang upaya perlindungan hukum korban tindak pidana
perdagangan orang yang berisikan gambaran umum perlindungan hukum korban
tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta menurut regulasi atau peraturan yang berkaitan.

Bab keempat, membahas tentang permasalahan pokok dalam penelitian yaitu
Perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang yang di dalamnya
meliputi analisis konsep dan penerapan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
dan analisis faktor-faktor yang menghambat upaya Perlindungan hukum korban

tindak pidana perdagangan orang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab kelima, membahas terkait dengan penutup. Dalam bab ini dipaparkan
mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya. Kesimpulan dapat memuat jawaban singkat atas rumusan masalah
yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga memuat saran
sebagai solusi, koreksi, maupun evaluasi atas permasalahan yang dibahas agar
tercipta penelitian yang lebih baik lagi kedepannya guna kepentingan penelitian
pribadi peneliti maupun bagi calon peneliti lain yang hendak membahas

permasalahan yang sama.
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BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian yang dilakukan mengenai perlindungan hukum
terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta,

dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan korban perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta
tidak optimal disebabkan masih sedikitnya aparatur hukum yang
mengetahui dan memahami prosedur penanganan korban TPPO sehingga
masih banyak korban-korban yang terabaikan dan fasilitas yang tidak
memadai untuk mendukung implementasi perlindungan korban secara
maksimal. Mengenai bentuk-bentuk perlindungan ialah kerahasian
identitas, restitusi, rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan dan reintregrasi
sosial.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum korban eksploitasi seksual (sex
trafficking) tindak pidana perdagangan orang memilik beberapa kendala,
pertama Kompetensi Aparatur Hukum, kedua tidak adanya aturan yang
memaksa untuk pembayaran restitusi, dan ketiga fasilitas sarana-prasarana
perlindungan hukum masih kurang. Demikian juga secara Budaya hukum
(legal lecture) di Indonesia masih terfokus kepada pelaku namun
mengabaikan hak-hak korban yang harus dipulihkan pun pula masyarakat

selalu memberikan stigma negatif kepada korban perdagangan orang
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sehingga dalam proses pengembalian korban ke masyarakat (reintregrasi

sosial) mengalami kendala lingkungan yang tidak mendukung.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti
Kepolisian, sebagai penegak hukum pertama dalam proses sistem peradilan
pidana seharusnya mengupayakan penambahan sumber daya manusia yang
berkompetensi dalam perlindungan korban TPPO untuk menghindari
terlantarnya para korban.

2. Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki peran
penting untuk proses pemulihan korban oleh karena itu perlu untuk
memberikan perhatian besar terhadap sarana prasarana pelaksanaan
pemulihan korban diantaranya shelther yang mendukung dan tenaga ahli
pemulihan korban secara kesehatan maupun psikis. Dan Sosialisasi
sekaligus pemberian edukasi terhadap masyarakat terkait TPPO dan
penguatan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan TPPO di
Indonesia

3. LPSK mempunyai peran sebagai lembaga yang berhak menghitung restitusi
namun belum adanya ketentuan hitungan rinci yang tetap menyebabkan
jumlah restitusi yang diberikan kepada korban dan ahli waris tidak sesuai
dengan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh terdakwa atau pelaku

tindak pidana.
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4. Untuk seluruh masyarakat supaya lebih aware (peduli) terhadap
perdagangan orang dan melaporkan ke pemerintah setempat dan
mendukung dan berperan dalam proses pemulihan hak-hak korban.

5. Dalam proses pemenuhan hak korban mengenai restitusi dibutuhkan
tambahan substansi skema kompensasi berupa Dana Bantuan Korban yang
berasal dari masyarakat untuk diolah dan disalurkan untuk program

pemenuhan korban TPPO.
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